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REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310

TELEPON : 336207 – 3905650
INFORMASI PROGRAM BEASISWA 
NON-GELAR SUBSTANTIF dan MAGANG
PUSBINDIKLATREN TAHUN 2007 
A.  Program Diklat Non-Gelar Substantif (hanya dilaksanakan dengan mekanisme Cost-sharing IV dengan pemda yang mengajukan permintaan)
1. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), selama 1 bulan;

2. Monitoring dan Evaluasi Program & Proyek , selama 2 minggu;

3. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, selama 2 minggu;

4. Perencanaan Tata Ruang, selama 1 bulan;

5. Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Daerah Pesisir, selama 1 bulan;

6. Perencanaan Transportasi, selama 2 minggu;

7. Perencanaan Sosial, selama 2 minggu;
B. Program Magang


Adalah program on-the job training di instansi perencanaan lain atau Lembaga Internasional, baik di dalam maupun di luar negeri.  Jangka waktu magang adalah 3 (tiga) bulan.  Program ini dapat dimanfaatkan oleh PNS yang pada tanggal 1 Agustus 2007 memiliki (a) masa kerja paling kurang 4 tahun pada status PNS 100% pada golongan III/a dalam gelar S1 dan (b) berumur setinggi-tingginya 45 tahun pada tanggal 1 Agustus 2007.
C. Persyaratan Calon Peserta 
	 
	 
	 
	 
	NON-GELAR

	 
	 
	 
	 
	Substantif dan Magang

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	 
	

	
	SYARAT ADMINISTRATIF
	

	 
	
	
	 
	

	 
	a.
	Pengusulan dari instansi 
	Min UKE II

	 
	b.
	Unit Kerja
	Perencanaan

	 
	c.
	PNS 100% gol. III/a Minimal
	2 thn

	 
	d.
	Strata Pendidikan Minimal
	D IV/S1/Gol. III/a

	 
	e.
	Minimal Tahun Lulus S1/S2
	2 thn

	 
	f.
	Umur Maksimal
	- substantif  : 50 th

	 
	
	
	- Magang    : 45  th

	
	g
	Batas Akhir Pengusulan 
	2 Maret 2007

	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	(Lebih lengkap dapat dilihat pada Formulir Pendaftaran Calon Peserta

	
	
	Beasiswa Diklat Non-Gelar Pusbindiklatren Tahun 2007)

	 
	 
	 
	 
	


D.  Prosedur Pelamaran
1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas, dengan mengisi formulir pendaftaran dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II).  Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi, dan program/topik beasiswa yang diminati;
2. Pelamar yang diprioritaskan adalah para: (a) perencana fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan; (c) PNS lain yang direncanakan bekerja di instansi atau unit perencanaan;
3. Pusbindiklatren telah mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekda, BKD, dan Ketua Bappeda.  Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan, atau dapat didownload pada situs kami: http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id. 

4. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bertandatangan asli  dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Untuk Program Seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2007 ini, kami tidak akan memproses usulan dan formulir yang disampaikan melalui faksimile.
5. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:

(a). Ijazah D IV/S1/S2 yang telah dilegalisir;

(b). Foto kopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a, atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisir;

6. Formulir serta dokumen pendukungnya dapat disampaikan langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas, Jl. Taman Surapati No. 2, Jakarta 10310, atau dapat dikirimkan melalui pos ke alamat: Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta 10320, paling lambat tanggal 2 Maret 2007.
E. KOMPONEN BEASISWA BAGI PROGRAM GELAR DAN NON-GELAR
1. Pembiayaan diklat menjadi tanggungan bersama antara Pusbindiklatren dan instansi asal peserta, dalam suatu mekanisme pembiayaan bersama (Cost Sharing);

2. Kesanggupan Instansi Pengirim untuk menanggung biaya ini dikirimkan kepada Pusbindiklatren dalam bentuk Surat Kesediaan Cost-Sharing (setelah ada kepastian penempatan calon peserta).
3. Komponen-komponen pembiayaan yang menjadi bagian dari Pusbindiklatren dan Instansi Asal Peserta dibagi menjadi: 
F. PEMBIAYAAN


Khusus bagi calon peserta Diklat Non-Gelar substantif, mulai tahun 2007 hanya akan dilaksanakan penyelenggaraannya dengan mekanisme cost-sharing tipe IV.  Pada mekanisme pembiayaan cost sharing tipe IV ini, Pusbindiklatren, Bappenas hanya membiayai satu komponen saja, yaitu biaya pelatihan (tuition fee) saja.  


Sedangkan instansi asal peserta menanggung biaya lainnya seperti:
     (1) tiket domestik pergi-pulang (kota asal – kota tempat  diklat); 

(2) uang saku peserta selama diklat.
G. SANKSI

1. Sanksi akan dikenakan kepada peserta jika selama diklat peserta tersebut: (a) tingkat kehadiran peserta tidak mencapai 90%; (b) pengerjaan tugas tidak 100% (harus mengerjakan tugas selama pelatihan) dan (c) sikap dan perilaku yang kurang pantas.
2. Peserta akan dikenakan sanksi dari Pusbindiklatren jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti diklat diketemukan ketidaksesuaian data yang diinformasikan dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Non-gelar Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren yang tercantum dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana;

3. Sanksi yang dimaksud pada poin di atas dapat berupa:

· pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;

· pembatalan penyerahan sertifikat diklat.
 Lampiran 2

(Surat Kesediaan Cost-Sharing Tipe I)                                                                                     








                                                           …                                                       …………….,…………   (tempat/tgl/bln/thn)  

Nomor
: ……………..





Kepada Yth.

Lamp.
: …...(berkas)





Sdr. Kapusbindiklatren

Perihal
: Kesediaan Pembiayaan Diklat


Bappenas

  a.n. 1. Sdr. X





di

2. Sdr.Y





Jakarta

3. Sdr. Y


Sehubungan dengan surat Sestama Bappenas, nomor ......../…../2006, tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program gelar dan non-gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

	NO
	NAMA PESERTA
	ITEM MANDATORY
	JUMLAH
	ITEM VOLUNTARY
	ITEM VOLUNTARY

	
	
	
	(dalam Rp.)
	
	(dalam Rp.)

	1
	X
	
	
	
	

	2
	Y
	
	
	
	

	3
	Z
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama.  Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah…………………………,

………………………..)

NIP: …………………..

Tembusan Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota………………..

2. Penyelenggara Diklat

3. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas

4. Peserta diklat yang bersangkutan

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa:

a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri untuk double degree);

b. Uang saku.

Voluntary:
adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal.


  Lampiran 3

(Surat Kesediaan Cost-Sharing Tipe IV)                                                                                     








                                                           …                                                       …………….,…………   (tempat/tgl/bln/thn)  

Nomor
: ……………..





Kepada Yth.

Lamp.
: …...(berkas)





Sdr. Kapusbindiklatren

Perihal
: Kesediaan Pembiayaan Diklat



Bappenas

  a.n. 1. Sdr. X





di

2. Sdr.Y





Jakarta

3. Sdr. Y


Sehubungan dengan surat program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya, nomor ......../…../2006, tentang ketentuan pembiayaan cost sharing tipe IV untuk program gelar Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya 13 Bulan yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut:

	NO
	NAMA PESERTA
	ITEM MANDATORY
	JUMLAH
	ITEM VOLUNTARY
	ITEM VOLUNTARY

	
	
	
	(dalam Rp.)
	
	(dalam Rp.)

	1
	X
	
	
	
	

	2
	Y
	
	
	
	

	3
	Z
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami tersebut di atas dalam waktu tidak terlalu lama.  Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah…………………………,

………………………..)

NIP: …………………..

Tembusan Yth.:

5. Gubernur/Bupati/Walikota………………..

6. Penyelenggara Diklat

7. Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas

8. Peserta diklat yang bersangkutan

Catatan:

Mandatory : adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal pada mekanisme cost sharing  tipe IV berupa:

a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi dalam rangka seleksi dan studi peserta;

b. Transport pergi-pulang (kota asal-kota tempat diklat);

c. Tunjangan Penempatan awal, minimal 5 hari perdiem; jika tidak dapat pulang pergi ke tempat asal

     dan harus mencari pondokan di tempat diklat;

d. Biaya hidup;

e. Tunjangan buku;

f. Tunjangan studi lainnya ( ATK, sewa computer, transport lokal);

g.i. Tambahan uang saku

Voluntary:
adalah porsi pendanaan yang secara sukarela akan ditanggung oleh instansi asal.


CONTOH





CONTOH








